
70 
 

70 
 

DAFTAR REFERENSI 

 

1. Buku 

Agustino, L. (2008). Dasar-dasar kebijakan publik. Bandung: Alfabeta.  

Anggara, S. (2014). Kebijakan Publik. Bandung: Pustaka Setia. 

Harefa, D., & Fatolosa Hulu, M. M. (2020). Demokrasi Pancasila di era   

  kemajemukan. PM Publisher. 

Sanit, A. (1985). Perwakilan Politik Indonesia. Yogyakarta: CV. Rajawali. 

Setyawan, R. C. (2021). Demokrasi . Center for Open Science. 

Soedarsono, T, (2005). Dinamika Kelompok. Universitas Terbuka , Jakarta 

Nugroho. R. (2003). Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. 

Jakarta: Elek Media Komputindo. 

Tachjan. (2006). Implementasi Kebijakan Publik (Cetakan 1). AIPI Bandung.  

Tahir, A. (2014). Kebijakan publik dan transparansi penyelenggaraan 

pemerintahan daerah. Penerbit Alfabeta. 

Tangkilisan, H. N. (2003). Implementasi Kebijakan Publik. Yogyakarta: Lukman 

Offset YPAP 

Wahab, S. A. (2004). Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi 

Kebijaksanaan Negara. Jakarta : Bumi Aksara. 

Wahab, S. A. (2021). Analisis kebijakan: dari formulasi ke penyusunan model-

model implementasi kebijakan publik. Jakarta: Bumi Aksara. 

Wahab, S. A. (2008). Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi 

Kebijaksanaan Negara. Edisi Kedua. Jakarta : PT. Bumi Akasara 

Widodo, Joko. (2010). Analisis Kebijakan Publik,  Konsep dan Aplikasi, Analisis 

Proses  Kebijakan Publik, Malang: Bayumedia  Publishing. Terjemahan 

Edwards III,  George. C, 1980, Implementation Public  Polysi, 

Congreessional Quarterly Press: Washington D.C 

Winarno, B. (2008). Kebijakan Publik Teori dan Proses. Jakarta: PT. Buku Kita 

 



71 
 

 

2. Jurnal, Skripsi, Artikel 

 

Akbar, M. W., & Benedict, A. (2020). Kampanye di Tengah New Normal Era : 

Mampukah Kita Berdamai dengan Pandemi ? Ampera, May, 0–15.  

Alamsyah, K. (2016). Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi. Kebijakan Publik 

Konsep Dan Aplikasi, 5–10.  

Amir, S. (2020). Masa depan pemilihan kepala daerah di masa pandemi covid. 

Impilikasi Politik, 8, 1–8. 

Bahriyah, E. N., & Afif, A. S. (2021). Partisipasi Masyarakat dan Penerapan 

PKPU No. 6 Tahun 2020 menuju Pilkada Serentak 2020 pada Masa Pandemi 

Covid19. JAMAIKA: Jurnal Abdi Masyarakat, 2(1), 21–31.  

Fitriyah, F. (2020). Partai Politik, Rekrutmen Politik dan Pembentukan Dinasti 

Politik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Politika: Jurnal Ilmu 

Politik, 11(1), 1–17.  

Ginting, F. P. P., & Saragih, A. (2018). Ilusi Demokrasi Substansial di Indonesia: 

Sebuah Kritik Terhadap Impementasi Parliamentary Treshlod. Politeia: 

Jurnal Ilmu Politik, 10(2), 79–90.  

Jailani. (2015). Sistem Demokrasi di Indonesia Ditinjau dari Sudut Hukum 

Ketatanegaraan. Jurnal Inovatif, 7(1), 134–147.  

Kennedy, R., & Suhendarto, B. P. (2020). Diskursus Hukum: Alternatif Pola 

Pengisian Jabatan Kepala Daerah di Masa Pandemi Covid-19. Jurnal 

Pembangunan Hukum Indonesia, 2(2), 188–204.  

Kolonio, V. E. (2020). Peran Kpu Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah 

Di Era Pandemi Covid-19. Jurnal Politico, 10(4), 1–16. 

https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/view/36367 

Muhlis. (2021). Polemik Pilkada 2020 Di Masa Pandemi Covid-19 : Jurnal Ilmu 

Sosial Dan Humaniora, 4(1), 116–141. 

Prasetyo, G., Suradji Muhammad, A., & Subiyakto, R. (2022). Strategi Komisi 

Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Dalam Meningkatkan Partisipasi 

Politik Pada Pilkada Serentak 2020 Di  Masa Pandemi Covid 19. Student 

Online Journal, 3(1), 430–438. 

Sahati, K. J., Lapian, M. T., & Lengkong, J. P. (2022). Perbandingan Strategi 

Kampanye Partai PDI-P dan Partai Golkar dalam Pemilihan Umum 

Legislatif 2019. XI(3), 19–36. 

Sanopaka, E. (2021). Aktualisasi Diri Calon Kepala Daerah Pada Pemilihan 

Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020. 



72 
 

 

Jurnal Dimensi, 2020(April), 14–15. 

Santosa, G. I. (2021). Implementasi Pengaturan Kampanye Pilkada Dalam Masa 

Pandemi Berdasarkan Pkpu Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan 

Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, 

Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi 

Bencana nonalam. Skripsi. [Universitas Islam Indonesia].  

Sesilia,  susi susanti. (2018). Implementasi kebijakan wajib belajar 9 tahun di des 

Bati Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu. Jurnal Fisipuntan, 

9(1), 69–85. 

Susilo, A., Rumende, C. M., Pitoyo, C. W., Santoso, W. D., Yulianti, M., 

Herikurniawan, , Robert, S., Gurmeet Singh, Leonard Nainggolan, Erni J 

Nelwan , Lie Khie Chen , Alvina Widhani2, E. W., Wicaksana, B., , 

Maradewi Maksum , Firda Annisa, C., Jasirwan, O., & 1, E. Y. (2020). 

Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini Coronavirus Disease 

2019: Review of Current Literatures Adityo. Jurnal Penyakit Dalam, 8(1).  

 

3. Peraturan Perundang-Undangan 

PKPU No 13 tahun 2020 tentang perubahan Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 

2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati 

dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak 

Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 

(Covid-19) 

UU No 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 

Menjadi Undang-Undang 

PKPU No 5 tahun 2020 tentang Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan 

Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati 

Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 - 

Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati, Dan Walikota 



73 
 

 

4. Sumber lainnya 

https://pilkada2020.kpu.go.id/#/pkwkp/tungsura/21 (diakses 16 Januari 2022) 

https://batam.tribunnews.com/2020/12/16/pilkada-kepri-kampanye-daring-belum-

efektif-bawaslu-kepri-catat-8-pelanggaran-protokol-kesehatan. (diakses 11 

Januari 2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	DAFTAR REFERENSI

